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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANC MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat Peninjauankembali
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara
kepailitan dari

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASTONAL (BEPPN) ,
berkedudukan di Wisma Bank Danamon lantai 24
dan 30 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Ja-
karta, dalam hal ini diwakili oleh para kua-
sanya : Denny Azani B. Latief, S$.H., Lenny Na
driana, S.H., Septarius Kahar, S.H. dan Engdi
Suhidta, S§.H., para Advokat dan Pengacara
pada Kantor Hukum Denny Azani & Partners,
beralamat di Kompleks Wijaya Graha Puri Blok

A No. 10 1t. II, Jalan Wijaya II, Kebayoran

Baru, Jakarta S8elatan, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 2 Maret 2001, sebagai
Femohon Peninjauankembali dahulu EKasasi/Pemo-
hon Pailit;
melawan

PT TIRTAMAS COMEXTINDO, berkedudukan di Gedung
BRI IT lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman 44-
46 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh para
kuasanya : Hotman Paris Hutapea, S.H.,
Sangti P. Nainggolan, S.H. dan Sriti Hesti
Astiti, S.H., para Advokat dan Pengacara pada
kantor Pengacara & FKonsultan Hukum Hotman
Paris & Partners, beralamat di Menara Summit-

mas I lantai 18 Jalan Jenderzl Sudirman Kav.

61-69 + 5

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 1
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

61-69 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 12 Maret 2001, sebagai Termohon Penin
Jjauvankembali dahulu Termchon Kasasi/Termohon
Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersang-

kutan ternyata bahwa Pemchon Peninjauankembali sebagai

Pemohon Paililt/Pemohon Kasasi telah mengajukan permocho-

nan Peninjauankembali terhadap Putusan Mahkamah Agung

tanggal & Februari 2001 Nomor: 02 K/N/2001 vang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan

Termohon Peninjauvankembali, dahulu sebagai Termohon

Pailit/Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai

berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suatu badan khusus yang dibentuk
berdasarkan keputusan Presiden No. 27 tahun 1998
tentang pembentukan Badan Penyehatan Perbankan HNa-
sional yang mempunyali tugas dan kewenangan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 37 A jo Pasal 59 A Undang-
undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992
tentang Perbankan ("UU No.10") dan Peraturan Peme-
rintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Pex
bankan Nasicnal ("PP No.17") Jo Peraturan Peme-
rintah No. 85 tahun 1999 tentang perubahan atas Per-
aturan Pemerintah No. 17 tahun 1999, dalam hal ini
bartindak sslaku Pemegang Hak Piutang PT Bank Tama-

ra, Thk. terhadap Dsbitur PT Tirtamas Comexindo ber-

dasarkan * :

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dasarkan perjanjian pengalihan hak atas piutang pada
tanggal 22 Juni 1999 antara PT Bank Tamara, Tbk., dan
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Jo. Adden-
dum Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang pada
tanggal 22 November 1999 antara PT Bank Tamara, Tbk.
dan BPPN yang dilegalisasi oleh Ny. Asmara Noer,
S5.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 890/Leg/1999
tertanggal 22 Juni 1993;

Bahwa Termohon adalah perusahaan nasional vang ber-
gerak dengan jenis usaha Trading (Ekspor - Impor) de-
ngan Anggaran Dasar No.43 tanggal 11 Juli 1986 dibuat
dihadapan Raden Sudibic Djojopranoto, S.H., HNotaris
di Jakarta yang telah mempercleh pengesahan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12
Degember 1997 No. C2-7853 .HT.01.01.TH.87 dan telah
didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 4
April 1990. Selanjutnya untuk memenuhi UU No.l tahun
1985 tentang Persercan Terbatas, anggaran dasar
tersebut telah dirubah dengan 2kta Perubahan No. 37
tanggal 14 April 1998 pada tanggal 27 Juli 1998 yang
dibuat dihadapan Zainudin Ahmadi, S.H., FKandidat
Notaris sebagai Notaris Pengganti dari Ny. Machmuda
Rijanto, S8.H. Notaris di Jakarta;

Bahwa Termohon pada tanggal 8 Oktober 1996 telah
menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 39 tertang-
gal 8 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Djejem
Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta Jo. persetujuan
perpanjangan kredit yang dibuat dibawah tangan tang-

gal 8 Cktober 1998;

- Bahwa berdasarkan akta pengakuan hutang Jjo per-

setujuan .%..
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

setujuan-persetujuan perpanjangan kredit tersebut
diatas, Termochon telah menerima dari pemchon i.c. BT
Bank Tamara, Tbk., fasilitas kredit berupa Demand
Loan dengan plafon sebesar Rp 21.000.000.000,- (dua
puluh satu milyar rupiah);

Eahwa berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas
piutang tertanggal 22 Juni 1929% Jo. addendum per-
janjian pengalihan hak atas piutang tertanggal 22
November 1999 antara PT Bank Tamara, Tbk. dan BPPN
vang dilegalisasi oleh Ny. Asmara Noer, S.H., Notaris
di Jakarta dengan nomor 8%90/Leg/199% tertanggal 22
Juni 1999 tagihan piutang PT Bank Tamara, Tbk. terha-
dap Termohon telah beralih kepada BPPN;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) akta
pengakuan hutang No. 32 tersebut diatas, Termohon
harus melunasi seluruh Jjumlah hutangnya berikut
bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya, selam-
bat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
terhitung mulai tanggal 8 Oktober 1996 dan oleh
karenanya selambat-lambatnya sampal dengan tanggal 8
Oktober 1997;

Bahwa berdasarkan persetujuan perpanjangan kredit
tertanggal 8 Oktober 1997 Jo. persetujuan perpanjang-
an kredit tertanggal 8 Oktober 1998 i.c. PT Bank
Tamara, Tbk. dan Termohon, jangka waktu pembayaran
hutang oleh Termohon kepada Pemohon telah diperpan-
jang dari tanggal 8 Oktober 1997 sampai dengan tang-
gal 8 Oktober 1999;

Bahwa dengan demikian maka fasilitas kredit bilateral

vang diberikan Pemoheon i.c. PT Bank Tamara, Tbk.

kepada .%..
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kepada Termchon telah jatuh tempo pada tanggal 8 Ok-
tober 1999 dan oleh karenanya Termchon diwajibkan
untuk membayar seluruh kewajiban tertunggak kepada
Pemohon i.c. PT Bank Tamara, Tbk.;

- Bahwa akan tetapi meskipun hutang Termchon kepada
Pemchon i.c. PT. Bank Tamara, Tbk., telah jatuh tempo
namun Termohon tidak melaksanakan kewajibannya terse-
but sehingga dengan demikian Termchon telah lalai
melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelunasan
gseluruh hutangnya kepada Pemchon i.c. PT Bank Tamara
Thk. yang telah jatuh tempo tersebut;

- Bahwa guna melakukan penyvelesaian hutang melalui

tindakan hukum tidak diperlukan lagi surat peringat-

an/teguran/pemberitahuan dari Pemchon kepada Termohon
perihal default (cidera janji) dalam melaksanakan per
janjian kredit, oleh karena berdasarkan pasal 3 ayat
(1) akta pengakuan hutang No. 39 tertanggal 8 Oktober
1996 disebutkan bahwa bila debitur belum melunasi
hutangnyz maka dengan lewatnya waktu saja sudah men-
jadi bukti bahwa pihak debitur telah lalai tanpa
diperlukan lagi pemberitahuan atau surat-surat kepada
debitur;

- Bahwa adapun jumlah kewajiban (hutang) Termohon kepa-
da Pemchon per tanggal 27 Desember 19%%9 adalah sebe-
sar Rp 38.191.941.277,78 (tiga puluh delapan milyar
seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat
puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah
tujuh puluh delapan sen) dengan perincian sebagaimana
terural dalam surat permchonan;

- Bahwa ternvata pula Termohon disamping mempunyai

kewajiban _*..

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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kewajiban (hutang) kepada Pemchon juga mempunyai

kewajiban kepada Kreditur lain yaitu kepada

- PT Bank Global wyang beralamat di Gedung Menara
Global Jalan Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950;

- PT Bank BNI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudir-
man Kawv.l, Jakarta ;

- PT Haga Bank yang beralamat di Gedung Haga Bank Ja-
lan Abdul Muis No. 28 Jakarta 10160;

- Bahwa dengan demikian permohonan pernyataan kepailit-
an aguo telah memenuhi syarat-syarat ssbagaimana
diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4 tahun 1958
vaitu (1) Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih

kreditur dan (2) tidak membayar sedikitnya satu

hutang vang telah jatuh tempc dan dapat ditagih;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Pera-
turan Mahkamah Agung No.3 tahun 1999 tentang Hakim Ad
Hoc Mahkamah Agung RI, Pemohon memohon kepada EKetua
Pengadilan Niaga untuk menunjuk Hakim Ad Hoc guna
memeriksa dan memutus permohonan pernyataan kepaili-
tan dalam perkara aguo;

- Bahwa untuk melindungi halk dan kepentingan Pemohon
dan guna mencegah Termohon melakukan tindakan atas
kekayaan vang dapat merugikan hak dan kepentingan
Pemohon dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh
atas semua hutang Termohon maka dimchon oleh Pemohon
agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan
pernyataan pailit ini, Majelis Hakim meletakkan sita
jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta
bergerak maupun harta tidak bergerak dan baik harta

kekayaan vang sudah ada maupun yang masih akan ada

dikemudian .%..
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

dikemudian hari:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti diuraikan dia-

tas, Pemchon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga

dalam perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai

berikut

1. Mengabulkan permohonan Pernyataan pailit dari Pemo-
hon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termchon pailit dengan segala akibat hu-
kumnya;

3. Menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai anggota Majelis guna
memeriksa dan memutuskan Permchonan Pernyataan Pa-

ilit dari Pemchon;

e

Menunjuk sebagai Kurator Tafrizal Hasan Gewang, SH.
dari Kantor ZAdvokat dan Pengacara Tafrizal Hasan
Gewang , S.H. (atas usul BPPN) yang beralamat di
Sentra Salemba Mas Blok U, J1. Salemba Raya No. 34-
36, Jakarta 10430;

5. Menghukum Termchon untuk membayar seluruh biaya per-

kara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex asquo =t bono) ;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 21
Desember 2000 No. 100/Pailit/1999/PN.Niaga/Jdkt.Pst yang
amarnya berbunyi sebagai berikut
- Menclak permchonan pailit dari Pemohon, Badan Penye-
hatan perbankan Nasional (BPEN);

- Membebankan biaya perkara kepada Pemchon sebesar REp.

Bahwa .%.,

5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Bahwa terhadap putusan tersebut di atas dalam
tingkat Kasasi atas permohonan Pemohon Pailit telah
ditolak permohonan EKasasinya oleh Mahkamah Agung RI
dengan putusannya tanggal 6 Februari 2001 No. 02
K/N/2001;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah ZAgung RI
tanggal 6 Februari 2001 No, 02 EK/N/2001 yang telah
berkekuatan hukum  tetap tersabut adalah sebagai
berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemchon EKasasi
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) selaku
Pemegang Hak Piutang Bank Tamara Tbk. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemchon Pailit untuk
membayar biayva perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah
Agung tanggal & Februari 2001 No. 02 K/N/2001 diberi-
tahukan kepada Pemcohon Kasasi/Pemchon Pailit, kemudian
terhadapnva oleh Pemohon Kasasi/Pemchon Pailit dengan
perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 2 Maret 2001 diajukan permchonan Peninjauankem-
bali secara lisan dikepaniteraan Pengadilan Niaga
tersebut pada tanggal & Maret 2001, permchonan mana
disertai juga dengan memori yang memuat alasan-alasan
permohonannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan
Niaga tersebut pada hari itu juga.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan-
kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan

dengan seksama pada tanggal 7 Maret 2001, kemudian

terhadapnya .+..

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban
vang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret
2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan
pasal 286, 287 dan 288 PERPU No. 1 Tahun 1998 yang
telah ditetapkan menjadi Undang dengan Undang-Undang
No. 4 tahun 1998, permchonan Peninjauankembali a guo
begserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara cara yang ditentukan Undang-
Undang;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung

akan mempertimbangkan lebih dahulu kedudukan Pemohon

Peninjauankembali dalam perkara agueo yang bertindak
sebagai pemegang piutang dari PT Bank Tamara Tbk.;

Menimbang, bahwa PT Bank Tamara Thk telah masuk
kategori Bank dalam penyehatan sehingga sesuai keten-
tuan pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1889 hak
dan kewenangan dari Direksi, Komisaris, Pemegang saham
serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beralih kepada
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tetapi mes-
kipun demikian PT Bank Tamara Tbk sebagai badan hukum
masih ada dan belum dibubarkan (masih eksis), karena
pembubaran Persercoan Terbatas harus dilakukan sesuail
ketentuan vang diatur dalam pasal 114 Undang-Undang
No.1l th. 1995, sehingga menurut hukum PT Bank Tamara
masih mempunyai Direksi, Komisaris, Pemegang saham
sexrta RUPS;

Bahwa oleh karena hak dan kewenangan yang diper-

oleh Badan Penyehatan Perbankan HNasional berdasar

ketentuan * -
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Disclaimer

ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
1939 adalah hak dan kewenangan Direksi, HKomisaris
Pemegang Saham dan RUPS dari PT Bank Tamara Tbk., maka
Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakan
hak dan kewenangan tersebut seharusnya bertindak atas
nama Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS PT
Bank Tamara Thk.;

Menimbang, bahwa surat kuasa tanggal 2 Maret
2001 No. SREA-149/BPPN/0301 menysbutkan bahwa Badan Pe-
nyshatan Perbankan Nasional (BEPN) sebagai pemberi
kuasa bertindak selaku pemegang hak tagih PT Bank
Tamara Tbk. dan Bank-Bank lainnya, bukan bertindak atas
nama Direksi, HKomisaris, Pemegang Saham dan/atau RUES
PT Bank Tamara dan/atau Bank-Bank lainnya, dan ini
berarti tindakan Pemchon Peninjauankembali tersebut
tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
pasal 40 Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1998. 0Oleh
karena itu Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan
cacat hukum;

Bahwa dengan demikian Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) tidak memenuhi syarat sebagai pihak
dalam perkara aquo (persona standi in juditio);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terse-
but diatas, seharusnya permohonan peninjuankembali di-
nyatakan tidak dapat diterima, ¢tetapi karena dalam
perkara peninjauankembali niaga, Mahkamah Agung hanya
dapat menolak atau mengabulkan permchonan peninjauan-
kembali, maka Mahkamah Agung akan menoclak permchonan
peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPEN), dalam hal ini

AWK + B
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Disclaimer

diwakili oleh para kuasanya Denny Azani B. Latief, S.H.
dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permchonan penin-
jauankembali ditelak, maka Pemohon Peninjauvankembali
harus membayar biaya perkara peninjauankembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang
Nomoxr 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (PERPU} Nomor 1 tahun 1998 yang telah dite-
tapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1988 serta Undang-Undang lain yang ber-
sangkutan;

MENGADITLI

Menolak permohonan peninjauankembali dari
Pemohon Peninjauankembali BADAN PENYEHATAN PERBANKAN
NASTIONAT. (BPPN), dalam hal ini diwakili oleh para
Kuasanya : Denny Azani B. Latief, 5.H., Lenny Nadriana,
S.H., Saptarius Kahar, S$.H. dan Engdi Suhidta, S.H.
tersebut;

Menghulum Pemchon Peninjauankembali untuk
membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini
sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu ru-
piah] ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarat
an Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2001
dengan Drs. H. TAUFIQ, S.H., M.H. Wakil FKetua Mahkamah
Rgung sebagai Ketua sidang, PROF. DE. PAULUS E.
LOTULUNG, S.H. dan M. SYAFIUDDIN EKARTASASMITA, S.H.
sebagal Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang

tersebut 4» 2
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tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. PAULUS E.
LOTULUNG, S.H. dan M. SYAFTUDDIN KARTASASMITA, S.H.,
Hakim-Hakim Znggota tersebut serta BINSAR P. PAKPAHAN,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua

belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota Ketua
ttd. ted.
BROF. DR, PAULUS E. LOTULUNG, S.H. Drs. H. TADFIQ, ‘5. H. ;M.HE.
titd.

M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, S.H.
Panitera Pengganti
ctd.

BINSAR P. PAFPAHAN

Bi -biava
I MEEeT ot e e A L I Ep 6.000, -
pr R == Vo £ 1o~ R S ) Rp 1.000, =

3. Administrasi Peninjauankembali .. Ep 2.493.000,-

Jumlah Rp 2.500.000, -

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

irektorat Perdata Niaga%

PARWOTO WIGNJOSUMBRTO, SH.

NIP. 040018142
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